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ABSTRAK

NURIFKA INDRIANI. 2024. Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi
SISKEUDES di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa
(dibimbing oleh Rudi Hardi dan Nur Khaerah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas,
partisipasi dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat
dalam tata kelola keuangan desa berbasis SISKEUDES di desa Garing kecamatan
Tompobulu kabupaten Gowa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung,
wawancara mendalam dengan pegawai kantor desa, kepala desa, dan petugas
sistem SISKEUDES, serta studi dokumentasi terkait regulasi dan kebijakan yang
berkaitan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang diwujudkan
pemerintah desa Garing pada pelaporan keuangan aplikasi SISKEUDES telah
melibatkan masyarakat, untuk akuntabilitas SISKEUDES dalam hal
pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa
dilakukan secara fisikal, untuk parisipasi dalam penggunaan aplikasi Siskeudes
telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tingkat partisipasi masyrakat
sangat mendukung adanya penggunaan aplikasu Siskeudes dan melibatkan
masyarakat dalam sosialisasi, dan untuk faktor pendukung dalam penggunaan
aplikasi Siskeudes memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memantau
secara reak time bagaimana penggunaan dana desa itu tepat sasaran serta
kekurangan dalam penggunaan teknologi lainnya aplikasi tersebut memiliki
beberapa kekurangan seperti jaringan yang kurang memadai.

Kata Kunci : Tata Kelola Keuangan, Sistem Aplikasi SISKEUDES di Desa
Garing kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebutan desa berasal dari bahasa “deca’ atau "tanah air’, kelahiran. Dalam
KBBI mendefinisikan "desa" sebagai suatu wilayah yang memiliki banyak
keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri. Desa dibentuk berdasarkan
inisiatif dari unsur kepala keluarga yang telah memiliki tempat tinggal yang tetap,
mempertimbangkan asal muasal wilayah, bahasa, adat, ekonomi, dan sosial
budaya penduduk local dan bergantung pada sumber daya alam untuk bertahan
hidup. Desa berbeda dengan kelurahan yang berada di bawah pemerintahan di
tingkat kecamatan. Desa merupakan suatu bentuk pemerintahan berada dibawah
naungan kabupaten dan kota. Kelurahan hanya bertanggung jawab atas
administrasi kecamatan yang tidak memiliki hak untuk memanajeman atau
mengawasi kepentingan masyarakat (Sugiman, 2018).

Didalam Undang-undng No. 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah
merubah relasi Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Selama ini, Otda hanya
dianggap sebagai pemindahan tanggungjawab oleh pemerintah pusat ke pemda
demi kepentingan umum. Namun, otda adalah bagian penting dari pelimpahan
kekuasaan politik serta ekonomi oleh pusat ke daerah agar pertumbuhan dan
kemajuan ekonomi dapat berjalan secara merata. Didalam UU itu juga
menegaskan konsep otonomi daerah dalam struktur NKRI. Urusan Wajib Daerah

adalah perubahan penting lain tidak termasuk dalam UU No. 32 tahun 2004.



Relasi dari Pemerintah Pusat, ke Provinsi, Kabupaten/Kota yang secara langsung
terncantum dalam aturan tersebut (Nur Wijayanti, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kristina Korniti Kila, 2014):
Dalam hal keuangan dan anggaran, pengelolan bisa memiliki definisi dalam arti
‘proses, metode, perbuatan mengendalikan, memanejemen, penyelenggaraan,
pengurusan. Menurut definisi ini, pengelolaan diartikan sebagai "mengontrol,
mengatur, menyelengggarakan, pengurusan, dan menjalankan’.

Sesuai didalam Undang-Undang Desa disampaikan bahwa Keuangan Desa
hak dan tanggung jawab dimiliki oleh Desa yang memiliki nilai moneter dan
sesuatu yang memiliki nilai moneter atau dalam bentuk barang yang berkaitan
dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Norliani et al., 2020). Prinsip-prinsip
organisasi yang baik, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, tetap ada dalam
tata kelola. Meskipun istilah good governance masih baru, banyak definisi telah
dibuat untuk menjelaskannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tata
pemerintahan yang baik dianggap penting untuk menjamin kemakmuran negara
dengan meningkatkan reliabilitas, akuntabilitas, dan pengambilan kebijakan di
pemerintahan, korporasi (swasta), dan bahkan organisasi masyarakat sipil.
Menurut Badan Pembangunan Internasional Kanada, tata kelola yang baik adalah
ketika otoritas organisasi atau pemerintah digunakan secara efektif, adil (merata),
jujur, transparan, dan akuntabel (Zulkarnaen et al., 2021).

Secara umum, menurut Setia Mulyawan, manajemen keuangan mencakup
kebijakan yang digunakan untuk mengawasi keuangan suatu badan hukum agar

pengeluaran investasi dapat digunakan secara efisien. Secara hukum, Dalam pasal



1 (6) Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan ‘Pengelolan
Keuangan Desa merupakan seluruh agaenda yang berkaitan keuangan desa:
perencanan, pelaksanan, penatausahan, pelaporan, dan pertanggungjawaaban"
(Wijaya & Roni, 2019).”

Menurut Sutabri (Norliani et al., 2020), Aplikasi merupakan suatu metode
yang di memiliki fungsi khusus serta terpadu sesuai kompetensi yang dimilikinya.
Asropudin (Norliani et al., 2020), Aplikasi ialah suatu software yang didesain
oleh perusahaan komputer dalam mengoperasikan proyek tertentu. Sementara
dalam persiapan Undang-undang tentang Desa, pengembangan aplikasi Sistem
Keuangan Desa telah dimulai sejak awal (Mooduto, 2020). Aplikasi Sistem
Keuangan Desa ialah alat atau aplikasi yang di rancang BPKP agar dapat
membantu pekerjaan pemerintah desa agar pelaporan keuangan desa dengan
tujuan kemajuan. Peningkatan aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah disiapkan
dari awal untuk menerapkan Uundang-undang tentang Desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISK EUDES) dirancang oleh BPKP
dalam membantu pemerintah desa untuk melaporkan kondisi keuangannya.
Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan dan kebijakan yang
berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Desa, terkhususnya yang berkaitan
dengan keuangan serta pembangunan desa, dapat diterapkan dengan efektif di
seluruh tingkatan pemerintah. Perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan,
pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban merupakan proses pengelolaan
keuangan yang dapat digunakan oleh pemerintah desa. Kesempatan besar

diberikan kepada pemerintah desa untuk mengelola tata kelola pemerintahannya



sendiri, dalam mengelola keuangan mereka, dan melakukan pembangunan untuk
peningkatan kesehatan dan kualitas kehidupan penduduknya (Mooduto, 2020).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa sangat berkomitmen untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejak tahun
2015, Pemerintah Kabupaten Gowa telah mensosialisasikan penggunaan Sistem
Keuangan Dana Desa (Siskeudes). Bahkan di seluruh desanya, Gowa ialah satu-
satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang menggunakan aplikasi ini. Kepala
daerah dari Kawasan Timur Indonesia, yang mencakup 14 kabupaten di Indonesia,
adalah bupati Gowa yang hadir di Istana Negara. H Muh Asrul, Kadis
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gowa. Dalam penjelasan
mengenai Siskeudes. Aplikasi Siskeudes ini dimaksudkan untuk membuat aparat
pemerintah desa lebih mudah menjalankan pengelolaan keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Asrul mengatakan bahwa mereka juga berharap dapat
membuat pengelolaan keuangan desa menjadi jelas, jujur, dan terlibat. Proses
perencanaan dan penganggaran termasuk dalam aplikasi ini sendiri (Dhyni, n.d.
2022).

Terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa
untuk menjalankan aplikasi siskeudes ini membuat Laporan Pertanggung Jawaban
desa kadang terhambat dan mengakibatkan keterlambatan pancairan anggaran
desa sehingga menimbulkan keterlambatan pembangunan desa. Juga minimnya
pemahaman pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan di Desa bagi
Aparatur dapat mengakibatkan pertanyaan menduga duga di kalangan masyarakat.

Kendala yang paling fatal dalam pelaksanaan aplikasi SISKEUDES di Desa



Garing adalah jaringan yang kurang memadai sehingga ada keterlabatan
pengimputan data langsung ke aplikasi SISKEUDES tersebut.

Berdasarkan Latar belakang diatas, saya mengambil fokus penelitian dengan
judul Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa

Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di
Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Tata Kelola Keuangan Desa
Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab

Gowa.

C. Tujuan Penelitian
Dengan berdasar rumusan masalah, karena itu tujuan penelitian ini ialah:
1. Bagaimana pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi
Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa serta,
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Tata Kelola
Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan
Tompobulu Kab Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berkontribusi dan bermanfaat yakni:



1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan berupa kumpulan gagasan ilmiah
tentang perkembangan ilmu pemerintahan, terutama tentang Tata Kelola
Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan

Tompobulu Kab Gowa.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan
sumber daya untuk pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis

Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa.



A. Penelitian Terdahulu

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan penulis tentang Tata Kelola Keuangan Desa

Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa.

merujuk kepada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk menghindari

kesamaan penelitian maka adapun rujukan penelitian terdahulu dapat dilihat pada

tabel 2.1.
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO JUDUL PENULIS HASIL

1 Efektivitas Indrianti, R,, keuangan desa sudah
Penerapan Aplikasi | Herman, M., dimanfaatkan di desa Kerak
Sistem Keuangan | Fibrianita Empat Kecamatan Pengaron,
Desa (Siskeudes) Kabupaten Banjar mulai tahun
Dalam Pengelolaan 2017. Namun, aplikasi ini belum
Keuangan Di Desa maksimal karena kurangnya
Kertak Empat sumber daya atau kemampuan
Kecamatan teknis dan kurangnya komitmen
Pengaron pemerintah provinsi dan

kabupaten.

2 Implementasi Astuti, A, B., Aplikasi Siskeudes dapat

Pengelolaan Anggraini, O., digunakan untuk mengelola

Keuangan Desa
Berbasis Siskeudes
Di Desa Srimulyo
Kecamatan
Piyungan
Kabupaten Bantul
Implementasi
Pengelolaan
Keuangan Desa

Kusumawirant, R.

keuangan desa agar tertib,
efisien, dan efektif. Akan tetapi
ada beberapa kendala yang terkait
dengan aplikasi Siskeudes.
Pertama, aplikasi cuma dapat
dijangkau di sekitar kantor desa.
Selanjutnya, ketika aplikasi
diakses secara offline dan
kemudian diakses secara online,.




NO JUDUL PENULIS HASIL

Berbasis Siskeudes kadang-kadang data hilang.
Di Desa Srimulyo Pemerintah kabupaten hanya bisa
Kecamatan secara manual. Hal itu disebabkan
Piyungan kgrepa format laporaq konsolidasi
Kabupaten Bantul d¥ Slskeqdes belum bisa
dioperasikan. Untuk
meningkatkan pengelolaan
keuangan desa, pemerintah
kabupaten harus meningkatkan
pendampingan, fasilitasi, dan
pelatihan. Aplikasi Siskeudes
untuk mencapai lebih banyak.

3 Efektivitas Hasanah, S, W., Hasil riset menunjukkan bahwa
Penerapan Praktek | Setiawati, B. aplikasi SisKeuDes dianggap
Pengelolaan efektif untuk mengelola keuangan
Keuangan Desa desa Solan.

Berbasis Sistem
Keuangan Desa
(Siskeudes) Di
Desa Solan
Kecamatan Jaro
Kabupaten
Tabalong

4 | Penerapan Sistem | Jehan, M., Dari hasil riset tersebut : (1)
Keuangan Desa Malahika, H., Sistem Keuangan Desa telah

(Siskeudes) Pada
Organisasi
Pemerintahan Desa
(Studi Kasus Di
Desa Suwaan
Kecamatan
Kalawat
Kabupaten
Minahasa Utara)

Karamoy, R, J, P.

dilaksanakan di Desa Suwaan; (2)
Pemanfaatan Sistem Keuangan
Desa dijalankan dengan 4 tahap:
Perencanaan, Penyelenggaraan,
Penatausahaan, dan Pelaporan;
dan (3) Kinerja setiap karyawan
telah ditingkatkan oleh Sistem
Keuangan Desa. Akibatnya, Desa
Sistem Keuangan mempunyai
strategis dalam pemerintahan
desa yang berdampak langsung
pada




NO JUDUL

PENULIS

HASIL

pegawai desa. Hal ini relate
dengan tujuan
penyelenggaraannya, yakni
efisiensi pekerjaan pegawai desa.
Pemerintah Desa dan Sistem
Keuangan Desa adalah Kata
Kunci.

5 Analisis
Implementasi
Pengelolaan Dana
Desa
Menggunakan
Aplikasi Siskeudes
Desa Banyuanyar

Atintyasputri, A,
Y, W.

Hasil riset ini menemukan bahwa
tahap pengelolaan keuangan desa
Permendagri 113 Tahun 2014,
mencakup tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan
pertanggungjawaban melalui
aplikasi Siskeude, telah
diterapkan dengan baik di Desa
Banyuanyar Boyolali. Namun,
penerapan tahapan
pertanggungjawaban memiliki
beberapa perbedaan; aplikasi
Siskeudes hanya berfungsi untuk
lampiran lengkap yang diperlukan
bukti LPJ. Namun tidak
berpengaruh ke cara pengelolaan
dana desa Banyuanyar. Aplikasi
tersebut dapat digunakan untuk
mengawasi pengelolaan keuangan
desa dan melakukan apa yang
dibutuhkan.

1. Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam

Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron,

Indrianti, R., Herman, M., Fibriyanita, F, Memiliki kesamaan dalam

penelitian aplikasi sistem siskeudes, Letak perbedaan terletak pada fokus
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penelitian penelitian terdahulu adalah efektivitas sedangkan peneliti fokus
penelitiannya pada tata kelola.

. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes Di Desa
Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Implementasi
Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes Di Desa Srimulyo
Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Oleh Astuti, A, B., Anggraini, O.,
Kusumawirant, R., Memiliki kesamaan pada pengelolaan keuangan desa
berbasis siskeudes, Letak perbedaan terletak pada fokus peelitian, fokus
penelitian terdahulu berfokus pada implementasi sedangkan peneliti
berfokus pada tata kelola.

. Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem
Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten
Tabalong, Hasanah, S, W., Setiawati, B, Memiliki kesamaan pada penelitian
siskeudes, Letak perbedaannya berada difokus penelitian. Penelitian
terdahulunya hanya fokus terhadap efektifitas penerapan dan praktek
spengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes sedangkan peneliti berfokus
pada tata kelola keuangan desa berbasi aplikasi siskeudes.

. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi
Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat
Kabupaten Minahasa Utara), Oleh Jehan, M., Malahika, H., Karamoy, R, J,
P, Memiliki kesamaan, saling meneliti persoalan siskeudes, Letak perbedaan

terletak pada fokus penelitian terdahulu fokus pada penerapan sistem
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keuangan desa sedangakan peneliti lebih fokus kepada penerapan sistem
siskeudes.

5. Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi
Siskeudes Desa Banyuanyar, oleh Atintyasputri, A, A, W, Memiliki
kesamaan dalam meneliti pengelolaan dana desa melalui aplikasi siskeudes,
Letak perbedaan terletak pada fokus penelitian terdahulu berfokus kepada
analisis implementasi senagankan peneliti berfokus pada tata kelola
keuangan.

B. Teori Dan Konsep
1. Teori Tata Kelola Keuangan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kristina Korniti Kila, 2014):
Dalam hal keuangan dan anggaran, pengelolaan dapat disamakan sebagai
"langkah proses, metode, perbuatan pengendalian, pengaturan, penyelenggaraaan,
mengurus, serta menjalankan". Menurut definisi ini, pengelolaan dapat
didefinisikan sebagai "mengendalikan, mengatur, menyelengggarakan, mengurus,
dan menjalankan".

Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan
desa merupakan hubungan dari manajemen keuangan desa. Ada batasan waktu
dan aturan yang harus diikuti dalam prosedur tersebut. Pada fase perencanaan
program desa, adalah mungkin untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan
memaksimalkan musyawarah desa. Pemanfaatan sumber daya manusia, dan dana
agar bisa menjalankan program desa adalah tahapan pelaksanaan yang berkaitan

dengan pelaksanaan program. Kemudian, bedahara desa melakukan pencatatan
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melalui penatausahaan. Laporan dan pertanggungjawaban diberikan setiap
semester dan setiap tahun. Selanjutnya, tujuan pengawasan dan evaluation adalah
untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah selaras dengan rencana, mencapai
hasil, dan membuat perbaikan untuk dilakukan pada tahun berikutnya (Rivan, Arif
& Maksum, 2019).

Menurut Munti & Fahlevi (Finambelo, 2020), Menurut studinya, terdapat
faktor yang bisa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
Pertama, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan lingkungan kerja
aparatur desa memengaruhi aktivitas kerja. Kedua efek ketaatan pelaporan
keuangan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa terkait dengan pemberian
kewenangan: pemerintah desa diwajibkan untuk melakukan pertanggungjawaban
dan melaporkan langsung kepada pemerintah kabupaten. Tingkat pengawasan tiga
tingkat Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan keuangan desa
menentukan kualitasnya.

Setidaknya ada 3 prinsip yang menjadi landasan dalam pengelolaan
keuangan  daerah  (Ngakil &  Kaukab, 2020). Pertama, prinsip
keterbukaan/transparansi. Transparansi berarti semua orang dalam masyarakat
memiliki kesamaan hak untuk bisa mendapatkan informasi terkait proses
anggaran. Karena berkaitan dengan kepentingan publik, dengan alasan untuk
memenuhi kebutuhan publik. Kedua, prinsip akuntabilitas, Prinsip ini mengacu
pada unsur pertanggungjawaban. Bahwa semua proses penganggaran, dimulai dari
perencanaan, penyusunan, dan implementasinya, dipertanggungjawabkan dan

wajib dilaporkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan. Anggaran tersebut
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tidak hanya harus diketahui oleh masyarakat, tetapi juga memiliki hak untuk
meminta pertanggungjawaban dalam rencana dan pelaksanaan anggaran. Ketiga,
prinsip value for money yang mengacu pada penerapan tiga prinsip utama dalam
penganggaran yang ekonomis, efisiensi, serta efektif. Pemilihan dan pemanfaatan
sumber daya secara kuantitas dan kualitas tertentu dengan estimasi biaya yang
murah adalah aspek ekonomis (Ngakil & Kaukab, 2020).

Indikator Good Government Governance Mahsun (Marliana, 2019) yaitu :

1) Transparansi (Transparency), Untuk memastikan bahwa suatu pemerintahan
tetap objektif, persamaan perlu tersedianya informasi yang sesuai dengan
metode yang mudah didapat dan mudag dimengerti. Konsep transparansi
atau transparansi dikenal sebagai prinsip transparansi.

2) Akuntabilitas (Accountability) Prinsip akuntabilitas mengatakan bahwa
perusahaan atau pemerintah harus dapat menunjukkan hasilnya secara jelas.
Makanya pemerintah harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan undang-
undang.

3) Partisipasi (Participation) merupakan terlibat atau dilibatkannya individu
dalam upaya pengambilan keputusan.

Terjemahan dari kata "management" dari bahasa Inggris menjadi
"manajemen" disebabkan oleh banyaknya kata pungut yang dimasukkan didalam
bahasa Indonesia. "Manajemen" atau "to manage", berarti "mengatur." Pengeturan
ini dijalankan dengan mekanisme dan diatur sesuai fungsi manajemen. Oleh
karena itu, manajemen adalah suatu cara dalam mencapai tujuan melalui berbagai

komponennya, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan
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pengendalian (Risnawati, 2017). Terry (Risnawati, 2017) mengatakan manajemen
merupakan langkah yang unik yaitu action, dalam hal perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian, yang diterapkan dengan
memaksimalkan sumber daya yang ada dalam menggapai tujuan (Risnawati,
2017) pengelolaan merupakan pengadministrasian pengaturan dan penataan suatu
kegiatan. Menurut Terry (Aprillia, 2021) menjelaskan bahwa pengelolaan yaitu:

a. Perencanaan (Planning) adalah fungsi dari manajemen yang esensial dalam
upaya menggapai goals dari organisasi. Menurut Terry, perencanaan adalah
proses intelektual yang sistematis dan terorganisir yang mengarahkan
pemikiran pada tujuan-tujuan tertentu serta aksi yang mendukung
pencapaian tujuan tersebut.

b. Pengorganisasian (Organizing) adalah proses pembentukan struktur, sistem,
dan pengaturan sumber daya dalam organisasi agar bisa menggapai tujuan-
tujuan yang telah dipatenkan. Ini mencakup penentuan tugas-tugas yang
harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas tersebut menjadi unit-unit
kerja yang koheren, dan pengaturan wewenang serta tanggung jawab di
antara anggota organisasi.

C. Penggerakan (Actuating) adalah berbagai kegiatan yang ditujukan untuk
menggerakkan personal dan kelompok dalam organisasi untuk menggapai
tujuan yang sudah disepakati.

d. Pengawasan (Controlling) merupakan fungsi manajemen berkaitan dengan
memantau, mengevaluasi, dan mengatur kinerja organisasi serta mengambil

tindakan objektif jika dibutuhkan untuk menjamin ketercapaian tujuan.
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2. Teori UU Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan
penting dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Regulasi ini menjadi
dasar hukum bagi pembentukan, pengaturan, dan pengelolaan desa di Indonesia.
Namun, pengelolaan keuangan desa mencakup semua aktivitas yang memiliki
relasi dengan pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan (Fahrizal, 2018).

Atmaja (Mamuaya et al., 2017), menyampaikan bahwa keuangan desa
merujuk pada pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan desa. Ini mencakup
pengelolaan pendapatan, pengeluaran, serta penyusunan dan pelaksanaan
anggaran di tingkat desa. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan
keuangan desa yakni Pendapatan Desa, Pengeluaran Desa, Anggaran Desa,
Pelaporan Keuangan, Pengawasan, Pertanggungjawaban, dan Pengelolaan Risiko.
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman Umum
Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini berorientasi memberikan landasan
nyata bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desanya agar efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan dana desa adalah untuk mensupport pembangunan, pelayanan, dan
kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana desa bertujuan untuk, Mendorong
pembangunan infrastruktur dan sarana publik di desa, Mendukung pelayanan
dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, Meningkatkan kesejahteraan
ekonomi masyarakat desa melalui berbagai program pengembangan ekonomi

local, Memperkuat kualitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan
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pembangunan desa dan Meningkatkan keterlibatan publik dalam pembangunan
pedesaan dan adanya transparansi, akuntabilitas pemanfaatandana desa (I Nyoman
Sutapa, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 2
Ayat (1), "Keuangan desa didasarkan pengelolaannya dalam asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib (Wijaya & Roni, 2019).
”Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (Wijaya & Roni, 2019) menyampaikan
terdapat asas yang perlu menjadi rujukan di dalam memanage keuangan desa
seperti:

a) Asas kesatuan adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang
menegaskan bahwa wilayah suatu negara harus diatur secara terpadu dan
bersatu. Asas ini menekankan bahwa otoritas pemerintah yang diberikan
oleh konstitusi atau hukum berlaku di seluruh wilayah negara tanpa
terkecuali.

b) Asas universalitas adalah prinsip yang menekankan bahwa semua
masyarakat berhak dan berlaku untuk semua individu. Tanpa pandang
bulu atau diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau dasar sosial
lainnya. Prinsip ini menyatakan bahwa tiap orang kesetaraan dan berhak
untuk hidup, kebebasan, dan keadilan, serta hak untuk diakui sebagai
individu yang berharga di masyarakat. Asas universalitas juga
menegaskan bahwa hak manusia ialah prinsip yang berlaku di seluruh
dunia, independen dari sistem politik, budaya, atau agama negara

tertentu.
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Asas tahunan, tidak umumnya dikenal dalam konteks pemerintahan atau
hukum. Namun, jika Anda merujuk kepada "anggaran tahunan", ini
adalah prinsip di mana pemerintah menyusun rencana keuangan dan
alokasi anggaran untuk satu tahun fiskal atau satu periode tahunan
tertentu. Rencana anggaran tahunan mencakup pendapatan yang
diharapkan, alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan, serta
proyeksi pengeluaran selama satu tahun ke depan. Prinsip ini penting
dalam mengatur keuangan pemerintah dan menetapkan prioritas
pengeluaran berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia pada

setiap tahun fiskal.

d) Asas spesialitas adalah prinsip dalam hukum yang menetapkan bahwa

f)

sebuah lembaga atau otoritas hanya memiliki kekuasaan atau
kewenangan untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan dalam
lingkup atau wilayah tertentu yang telah diputuskan dengan spesifik.
Asas akuntabilitas merupakan prinsip dalam pemerintahan yang
menuntut para aparatur pemerintah serta lembaga publik memiliki
tanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan kepada pihak-pihak
yang mereka layani atau kepada masyarakat secara umum.

Asas proporsionalitas, adalah prinsip hukum yang menuntut bahwa
tindakan atau putusan yang dipilih oleh pemerintah dan lembaga publik
harus setingkat dengan tujuan yang ingin diraih dan tidak lebi dari apa

yang dibutuhkan dalam menggapai tujuan.
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g) Asas profesionalitas dalam pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip
bahwa proses mengelola keuangan desa perlu adanya standar profesional
yang berkualitas. Ini melibatkan penerapan praktik terbaik dalam
perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan desa.

h) Asas keterbukaan dalam pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip
bahwa proses pengelolaan keuangan desa perlu adanya transparansi dan
terbuka untuk umum.

1) Asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam
pemanfaatan dana desa mengacu dalam prinsip bahwa pemanfaatan dana
desa harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, serta tunduk
pada pemeriksaan yang ketat oleh lembaga pemeriksa keuangan negara.

J) Asas "value for money" dalam pengelolaan dana desa mengacu pada
prinsip bahwa penggunaan dana desa harus menghasilkan nilai atau
manfaat yang sebesar-besarnya sebanding dengan jumlah uang yang
diinvestasikan.

k) Asas kejujuran dalam pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip
bahwa para pengelola dan pejabat desa harus bertindak dengan jujur dan
adil dalam mengelola serta menggunakan dana desa.

I) Asas pengendalian dalam pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip
bahwa proses pengelolaan keuangan desa harus diatur dan dikontrol
dengan cermat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan,

penyelewengan, atau kesalahan dalam penggunaan dana tersebut.
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m) Asas ketertiban dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam
pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip bahwa seluruh kegiatan
terkait dengan pemanfaatan dana desa wajib dilakukan dan mengikuti
ketentuan hukum yang berlaku.

n) Asas bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa mengacu pada
prinsip bahwa para pengelola dan pejabat desa bertanggungjawab dalam
menjalankan amanah mereka dengan serius.

0) Asas keadilan dalam mengelola dana desa mengacu dalam prinsip bahwa
pemanfaatan dana desa harus dilakukan dengan adil dan merata, tanpa
diskriminasi atau kepentingan pribadi yang tidak adil.

p) Asas kepatutan dalam mengelola dana desa mengacu prinsip bahwa
pemanfaatan dana desa harus dilakukan secara wajar, sesuai dengan
tujuan dan kepentingan masyarakat desa secara umum.

q) Asas manfaat untuk masyarakat dalam pengelolaan dana desa
berlandaskan prinsip bahwa pemanfaatan dana desa harus menghasilkan
dampak yang positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kepentingan
masyarakat desa secara keseluruhan.

Kata "desa" datang dari dari bahasa Sanskerta "désa" yang bermakna
"tanah" atau "tempat tinggal". Secara etimologis, kata "desa" merujuk pada
sebuah pemukiman atau komunitas kecil yang terletak di pedesaan atau di luar
kota besar. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut wilayah yang lebih kecil
daripada kota dan cenderung memiliki populasi yang lebih sedikit. Desa juga

seringkali terkait dengan kehidupan agraris, pertanian, dan tradisi komunal.
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Umumnya, dalam buku tentang otonomi desa, definisi desa akan mencakup
konsep tentang unit administratif di tingkat lokal yang memiliki kemandirian
dalam mengelola urusan-urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal. Definisi ini juga mungkin
menggambarkan hubungan antara desa dengan pemerintah kabupaten/kota atau
pemerintah pusat dalam konteks sistem pemerintahan yang terdesentralisasi atau
otonomi daerah yang lebih luas (Barniat, 2019).

Menurut buku "Otonomi Desa", sebuah desa adalah kumpulan masyarakat
yang diatur dalam hukum serta memiliki struktural yang didasarkan pada hak asal
muasal unik. Pemerintahan desa berdasar pada keanekaragaman, keikutsertaan,
otonomi, demokratis, dan pemberdayaan. Desa dan desa adat, atau "desa", adalah
kesatuan masyarakat secara hukum dengan memiliki batas wilayah yang memiliki
otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan dalam pemerintahan, hak muasal,
dan hak klasik yang dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia (Sugiman,
2018).

Menurut Kartohadikusumo, (Wonok, 2020) desa adalah sebuah
pemukiman atau komunitas kecil yang terletak di pedesaan atau di luar kota besar.
Biasanya, desa memiliki populasi yang lebih kecil daripada kota dan seringkali
memiliki struktur sosial dan budaya yang lebih tradisional. Kehidupan di desa
sering terkait erat dengan pertanian, peternakan, atau kegiatan ekonomi lain yang
berhubungan dengan sumber daya alam. Desa juga sering menjadi tempat di mana
nilai-nilai kebersamaan dan tradisi lokal dijaga dan dilestarikan. Definisi ini bisa

bervariasi sesuai dengan konteks geografis, sosial, dan budaya yang berbeda-beda.
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3. Teori Aplikasi Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang
dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam
rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi keuangan desa
ini menggunakan database Microsoft Acces sehingga lebih portable dan mudal
diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi
keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat
ditangani secara mudah dengan database acces ini. Penggunaan aplikasi dengan
menggunakan database SQL Server hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau
volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Fitur-fitur yang
ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user
friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi
SISKEUDES di kemukakan oleh Admaja (Kereh et al., 2022).

Aplikasi sistem keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan suatu aplikasi
yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dengantujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan
pemerintah desa (BPKP, 2016). Fitur-fitur yang disajikan dalam aplikasi
pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan wuser friendly sehingga
memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengoperasikan aplikasi
Siskeudes.Sistem Aplikasi Siskeudes mempunyai kelebihan sebagai berikut:
sesuai peraturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan
aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (built-in internal control),
serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi

(Hayati, 2021).
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Fitur Aplikasi Sistem Keuangan Desa Aplikasi Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata
kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang terdapat dalam Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan
pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. Proses
penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output
berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, antara lain (Hayati, 2021):

a. Dokumen Penatausahaan

b. Bukti Penerimaan

C. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

d. Surat Setor Pajak (SSP)

e. Dan dokumen-dokumen lainnya

f. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa persumber
danag.

g. Laporan Penatausahaan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak,
Buku Pembantu dan Register.

Sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, bekerja sama Kementrian Dalam
Negeri dan Kemedesa PDTT, mengembangkan Siskeudes, sebuah aplikasi sistem
keuangan desa. Desa mengelola uang yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa

dan Pendapatan Transfer, serta Alokasi Dana Desa, Bagi hasil perolehan Pajak dan
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Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Fitur—Aplikasi sistem keuangan desa memiliki fitur yang membuatnya mudah
digunakan dan mudah digunakan (BPKP, 2015) (Indrianti et al., 2020).
C. Kerangka Pikir

Untuk dapat mengukur penelitian di atas saya sebagai peneliti mengambil
konsep Good Government Governance Mahsun dkk (Marliana, 2019) yaitu :

1. Transparansi (Transparency)
2. Akuntabilitas (Accountability)

3. Partisipasi (Participation)

Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis
Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing
Kecamatan Tompobulu Kab Gowa

v

Good Government Governance
dalam Mahsun dkk (Marliana,

Faktor 2019) Faktor
Penghambat 1. Transparansi (Transparency) Pendukung

2. Akuntabilitas (Accountability)
3. Partisipasi (Participation)

v

TerlaksananyaTata Kelola
Keuangan Desa Berbasis
Aplikasi Siskeudes

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian
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D. Fokus Penelitian
Fokus penelitian saya adalah tentang bagaimana Tata Kelola Keuangan Desa
Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten
Gowa. Penetapan fokus penelitian ini urgent dan memiliki hubungan dengan
masalah dan data yang diperoleh, sehingga peneliti dapat dengan mudah
menemukan data. Serta bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Tata
Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan
Tompobulu Kab Gowa.
E. Deskripsi Fokus Penelitian
Good Government Governance dalam Mahsun dkk (Marliana, 2019) yaitu:
1. Transparansi (Transparency) Untuk memastikan bahwa suatu pemerintahan
tetap objektif, persamaan harus tersedia akses informasi yang sesuai dengan
cara yang mudah dan dimengerti oleh pihak-pihak yang memiliki
kepentingan. Konsep keterbukaan merupakan prinsip dasar dari prinsip ini.
Sesuai dengan pengertian diatas dalam pegelolaan keuangan
berbasis SISKEUDES harus memiliki informasi dalam bentuk fisik yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, dengan mengedapankan
transparansi ke masyarakat dan mudah di pahami oleh masyarakat.
2. Akuntabilitas (Accountability) merupakan prinsip dalam suatu perusahaan
atau pemerintahan wajib beranggungjawab akan kinerjanya secara
transparansi. Sehingga pemerintahan perlu diatur secara nyata dan sesuai

dengan peraturan yang ada.
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Sesuai dengan penjelasan diatas dalam pengelolaan keuangan berbasis
SISKEUDES harus transparan kepada seluruh masyarakat Desa dengan
pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan aturan tentang pengelolaan
SISKEUDES.

. Partisipasi (Participation) adalah dilibatkannya individu dalam membuat
keputusan. Partisipasi tersebut diproyeksikan dengan dasar kebebasan
berasosiasi dan berpendapat serta terlibat secara kontruktif.

Sesuai dengan apa yang di jelaskan diatas dalam penyusunan
pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES diharuskan terbuka untuk
seluruh masyarakat, dengan dibangun atas dasar kebebasan berpendapat

sesuai denga pembahasan secara tupoksi.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian
Durasi waktu penelitian ini dilakukan 2 bulan.Titik lokasi penenlitian berada
pada Desa Garing, Kantor Desa Garing.
B. Waktu Dan Jenis Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis metode penelitian kualitatif dimanfaatkan dalam penelitian kali
ini, yakni dapat memberikan gambaran tentang Tata Kelola Keuangan Desa
Berbasiis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab
Gowa.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana
penelitian memiliki tujuan untuk mengungkap fakta dalam Tata Kelola
Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan
Tompobulu Kab Gowa.
C. Sumber Data
1. Data Primer
Dalam penelitian ini datanya diperoleh dan dikumpulkan dari observasi,
dokumentasi dan interview yang didapatkan langsung informan penelitian.
Data tersebut didapatkan secara lansung dengan cara tatap muka dan

transparan.
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2. Data Sekunder
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Kemudian data sekunder didapatkan dari proses pencarian studi

dilokasi penelitian.

D. Informan Penelitian

kepustakaan, referensi jurnal, perundang-undangan, dokumen, observasi

Teknik purpsosive sampling digunakan dalam menentukan informan yang

dengan sengaja dipih dengan mempertimbangjkan kreteria dan spesifikasi yang

dibutuhkan dalam penelitian tentang Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis

Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab Gowa. Penentuan

informan ini telah dientukan oleh peneliti dengan pemahaman yang dapat

memberikan informasi dan data terhadap kebutuhan penelitian. Berikut dapat

dilihat informan penelitian di di tabel 3.1

Tabel 3. 1 Data Informan

NO. NAMA INISIAL JABATAN
1 | Muhammad Sidiq MHS Kepala Desa
2 | Tasmin TSM Sekretaris Desa
3 | Muh. Rizal Rasyid MRR Kaur Pemerintahan
4 | Resky Nur Amaliah RNA Kaur Keuangan
5 | Drs. Sabang Nai SBN Kepala BPD
6 | Muhammad Sidiq MSD Kadus. Bontobiraeng
7 | Arif Budiman ARB Kadus. Bulueng
8 | H Makmur MKM Tokoh Masyarakat
9 | Sumarni SMN Masyarakat
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik yang dipergunakan untuk mendapat
informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Berikut cara yang
diterapkan dalam memperoleh data ialah:

1. Observasi yaitu untuk medapatkan pemahaman yang mendalam tentang
perilaku manusia, lingkungan, atau fenomena tertentu, kita perlu melakukan
pemangatan langsung. Ini disebut sebagai teknik pengumpulan data
observasi. Teknik ini melibatkan penelitian yang berfokus pada mengamati
langsung subjek atau kejadian yang diamati.

2. Wawancara, teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah
satu metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk
mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, pandangan,
atau persepsi individu terkait dengan subjek penelitian.

3. Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data dokumen adalah metode yang
melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai dokumen yang relevan
dengan subjek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, laporan,
catatan, arsip, atau materi tertulis lainnya yang dapat memberikan wawasan

atau informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Sugiyono (Pernaando et al., 2021) menyatakan analisis data merupakan
langkah menggali informasi menyusunkan secara terstruktur dari data yang
didapatkan dari lapangan, dan wawancara. Langkah ini meliputi mengatur data ke

dalam kategorisasi, dimasukkan dan dijabarkan, upaya sintesa, membuat pola.
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Kemudian memilah yang urgent dan yang harus diamati, dan dapat menarik
kesimpulan agar dapat dicermati. Analisis data dalam penelitian ini memanfaatkan
konsep dari Miles dan Huberman. Ini juga dikenal sebagai teknik analisis data
interaksional, yang berarti analisis data dilakukan secara interaksional dan secara
konsisten hingga data menjadi jenuh. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis
data digunakan dari awal kegiatan pra lapangan hingga selesainya penelitian.

Menurut model Miles dan Huberman (Rijali, 2019), proses analisis data

mencakup proses pengumpulan data, pengurangan (reduksi data), penampilan

(penyajian data), dan kesimpulan atau verifikasi (Rijali, 2019)

1. Reduksi data adalah proses dalam analisis kualitatif di mana peneliti
menyederhanakan dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan agar lebih
mudah dipahami, diinterpretasikan, dan dianalisis. Tujuannya adalah untuk
mengidentifikasi pola, tema, atau makna yang muncul dari data yang
kompleks dan kemudian menggunakan informasi ini untuk mendukung
kesimpulan atau temuan penelitian

2. Sajian data adalah cara untuk menampilkan informasi atau hasil analisis data
secara visual atau deskriptif agar lebih mudah dipahami oleh pembaca atau
audiens. Sajian data dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk tabel, grafik,
diagram, narasi deskriptif, atau presentasi multimedia. Tujuan dari sajian data
adalah untuk mengkomunikasikan temuan atau informasi yang ditemukan dari

analisis data secara efektif dan persuasif.
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3. Untuk dapat menarik kesimpulan saat mengumpulkan data, peneliti harus
mencatat peraturan sebab akibat dan proporsi untuk memahami apa yang

terjadi.

G. Pengabsahan Data

Keabsahan data penelitian merujuk pada seberapa dapat dipercaya dan
akurat data yang dikumpulkan dalam sebuah studi. Ini adalah faktor kritis dalam
menilai kualitas penelitian karena penarikan kesimpulan dan generalisasi yang
tepat bergantung pada keabsahan data. Sugiyono (Pernando et al., 2021)
Triangulasi adalah pendekatan metodologis dalam penelitian yang melibatkan
penggunaan beberapa metode, sumber data, teori, atau peneliti untuk memvalidasi
atau memperkuat temuan penelitian. Konsep ini berasal dari ilmu navigasi, di
mana tiga titik referensi digunakan untuk menentukan posisi yang akurat, dan
kemudian diterapkan dalam konteks penelitian untuk memastikan keabsahan dan
keandalan temuan.

Validasi data sangat penting dalam penelitian karena menjamin keandalan
dan keabsahan hasil yang diperoleh dari analisis data, peneliti dapat meningkatkan
keandalan dan kepercayaan dalam penelitian mereka serta memastikan bahwa
hasilnya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang
subjek yang diteliti. Triangulasi dalam konteks teknik pengumpulan data adalah
pendekatan yang melibatkan penggunaan beberapa metode atau sumber untuk
mengumpulkan data sebagai cara untuk memvalidasi atau menguatkan temuan
penelitian. Tujuannya adalah untuk meminimalkan bias, meningkatkan keandalan,

dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang subjek penelitian.
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1. Triangulasi sumber merupakan cara atau metode dalam riset yang dalam
penerapannya melibatkan berbagai sumber data yang tidak sama untuk
mendapatkan informasi tentang subjek penelitian yang sama. Pendekatan ini
bertujuan untuk memvalidasi temuan dan mengurangi bias yang mungkin
muncul dari menggunakan hanya satu sumber data.

2. Triangulasi metode adalah pendekatan dalam penelitian yang melibatkan
penggunaan beberapa metode atau pendekatan yang berbeda dalam
pengumpulan atau analisis data untuk memvalidasi temuan penelitian.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan keandalan, keabsahan, dan kedalaman
pemahaman tentang subjek penelitian.

3. Triangulasi waktu merupakan pendekatan dalam penelitian yang penerapanya
melakukan pengumpulan data pada titik waktu yang tidak sama atau periode
waktu yang berbeda. Tujuannya adalah agar memperoleh pemahaman yang
komprehensif terkait fenomena yang diteliti dengan memperhatikan
perubahan atau variasi yang terjadi seiring waktu.

4. Member check adalah sebuah teknik dalam penelitian kualitatif di mana
peneliti mengembalikan hasil penelitian kepada peserta atau subjek penelitian
untuk memverifikasi atau memvalidasi temuan yang telah ditemukan. Tujuan
dari member check adalah untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti
tentang data sesuai dengan pengalaman atau pandangan subjek penelitian,

serta untuk meningkatkan keandalan dan keabsahan hasil penelitian.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Tompo Bulu terletak di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi

Selatan, Indonesia. Kabupaten Gowa sendiri terletak di bagian selatan Pulau
Sulawesi. Secara geografis, Kecamatan Tompo Bulu terletak di sebelah utara Kota
Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Demografi/Batas Desa

a. Batas wilayah
1. Disebelah utara Berdekatan dengan Kelurahan Malakaji
2. Disebelah Selatan Berdekatan dengan Kab. Jeneponto, Kec. Biringbulu
3. Disebelah barat Berdekatan dengan Kecamatan Biringbulu, Desa Datara
4. Disebelah Timur Berdekatandengan Desa Bontobuddung dan Desa Tanete .

b. Luas Wilayah Desa Dalam Tata Guna Lahan

Luas Wilayah Desa Garing 13,88 km?.
1. Hutan Desa atau Hutan Adat DN I
2. Hutan dari Masyarakat
3. Sektor Pertanian : 226 ha

4. Padang Penggembalaan Ternak

5. Lahan : 22 ha
6. Tambang Golongan C : 1 ha
7. Pemukiman : 130 ha

1) Wilayah Dusun di Desa Garing :
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Dusun Bontobiraeng

b. Dusun Bulueng
C. Dusun Garing
d. Dusun Cengkong
e. Dusun Tamalabba
f.  Dusun Ta’lembo
g. Dusun Bangkengtabbing
Tabel 4. 1 Pejabat Pemerintahan di Desa Garing
No Nama Jabatan
1 Muhammad Sidiq, SE KEPALA DESA
2 Tasmin, S.Pdi SEKRETARIS DESA
3 Supriadi, S.PdI KAUR Adminisrtasi
4 | Resky Nur Amaliah MS. KAUR Keuangan
5 Ahmad Dahlan, A.Ma KAUR Umum
6 Muh. Rizal Rasyid, ST Kasi Pemerintahan
7 Ansar, A.Ma Kasi Pembangunan
8 Muh. Chandra Pratama RF. Kasi Kesra
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Kepala Desa
Muhammad sidiq
LPM Sekretaris Desa LPM
Tasmin, S.Pdi
KASI KASI KASI Plt. KAUR KAUR KAUR
Pemerintahan || Pembangunan || Kesejahteraan Administrasi Keuangan Umum
Muh. Rizal, ST Ansar, A.Ma Muh. Chandra Supriadi, S.Pdi Resky Nur A Ahmad
KADUS KADUS KADUS

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Garing

B. Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing
Kecamatan Tompobulu Kab Gowa

Perencanaan, pelaksanaan, laporan, dan pertanggungjawaban keuangan
didesa adalah semua bagian dari managament keuangan desa. Setidaknya batasan
dari segi durasu waktu dan aturan perlu dipahami dalam proses tersebut. Fase
perencanaan program desa, adalah mungkin untuk mendorong keterlibatan
masyarakat dengan memaksimalkan musyawarah desa. Pengelolaan dan
menggerakkan SDM dan dana menjalankan program didesa merupakan tahap
pelaksanaan yang berkaitan dalam pelaksanaan program. Kemudian, bedahara
desa mencatat melalui penatausahaan. Laporan dan pertanggungjawaban
diberikan setiap semester dan setiap tahun. Selanjutnya, tujuan pengawasan serta

evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan susah sesuai dengan
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rencana, mencapai hasil, dan membuat perbaikan untuk dilakukan pada tahun
berikutnya (Rivan, Arif & Maksum, 2019).
Indikator Good Government Governance dalam Mahsun (Marliana, 2019)
yakni
1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Partisipasi
1. Transparansi (Transparency)

Untuk menjaga objektifitas pemerintahan, transparansi dan keterbukaan
mengatakan bahwa persamaan perlu tersedianya informasi yang sesuai dengan
cara yang mudah didapatkan dan dipahami. Transparansi, menurut Mahmudi
(2016:17), mengacu pada keadaan di mana suatu organisasi menjadi transparan
dalam hal memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait operasi
pemanfaatan sumber daya. Transparansi di sektor publik adalah prinsip yang
menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan aksesibilitas informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Hal ini mencakup penyediaan
informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses kepada masyarakat oleh
pemerintah dan lembaga-lembaga publik.

Prinsip Good Governance merujuk pada seperangkat prinsip-prinsip yang
mengatur tata kelola atau pengelolaan suatu organisasi, entitas, atau negara
dengan baik dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini mendefinisikan standar
perilaku yang diharapkan dari pemerintah, lembaga publik, dan organisasi lainnya

dalam menjalankan tugas mereka. Menurut Ritonga dan Syahrir (2016),
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transparansi bukan hanya berbicara masalah data yang dapat dilihat oleh publik,
tetapi juga bahwa informasi tersebut dipublikasikan secara tepat waktu. Informasi
yang tepat waktu pasti akan membantu masyarakat membuat keputusan tentang
penyelenggaraan pemerintahan, terutama tentang pengelolaan keuangan daerah.
Nurhayati (2017) menyatakan bahwa transparansi keuangan publik adalah prinsip
yang menuntut pemerintah atau lembaga publik untuk menyediakan informasi
yang jelas, terbuka, dan mudah diakses tentang pengelolaan keuangan mereka
kepada masyarakat. Ini termasuk penyediaan informasi tentang pendapatan,
pengeluaran, utang, aset, dan kebijakan fiskal lainnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak MHS selaku Kepala Desa
Garing terkait Transparansi Tata Kelola Keuangan Berbasis Aplikasi Siskeudes:
“...kalau soal transparansi kami dalam tata kelola keuangan itu sudah
kami lakulan, terlebih lagi dengan system keuangan desa yang kami
lakukan, jadi untuk pelaporan kami itu bisa ditinjau langsung oleh
inspektorat pada saat pemeriksaan, jadi kami tinggal lampirkan dilayar
monitor, begitupun saat ada LSM atau Ormas yang datang sebagai social
control mereka bisa melihat pelaporan keuangan kami langsung dari

sisstem tersebut, tidak ada yang kami sembunyikan, pastinya tetap
transparansi...” (hasil wawancara dengan MHS. Senin 31 Juli 2023).

Lebih lanjut terkait pemberian akses informasi laporan keuangan kepada
masyarakat Bapak MHS selaku Kepala Desa Garing memaparkan bahwa:

“...Kami memiliki pendekatan berjenjang untuk memberikan akses
informasi laporan keuangan di Desa Garing. Pertama, kami menyediakan
salinan laporan keuangan Aplikasi Siskeudes di kantor desa dan
mengumumkannya melalui papan pengumuman. Selain itu, setiap akhir
tahun, kami mengadakan pertemuan publik untuk menjelaskan secara
rinci tentang penggunaan anggaran dan menerima masukan dari
masyarakat...” (hasil wawancara dengan MHS. Senin 31 Juli 2023).

Kemudian wawancara di atas dapat digambarkan bahwa pemerintah desa

Garing dalam tata kelola keuangannya itu sudah dilakukan transparansi dengan
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memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa dan keterbukaan informasi public
atas laporan keuangan dapat dilihat pada papan pengumuman.

Terkait aspek transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa, RNA selaku
Kaur Keuangan Desa Garing mengatakan bahwa:

“Kita tentu terbuka, jadi kami membuat papan informasi yang dipampang

didepan kantor desa agar semua elemen masyarakat mengetaui

penggunaan dan estimasi dana desa diperuntukkan untuk apa saja. (hasil

wawancara dengan RNA. Senin 31 Juli 2023).

Dari kutipan yang telah disampaikan tersebut, dapat diketahui bahwa
Pengelolaan keuangan Desa Garing jelas sesuai dengan prinsip transparansi, yang
memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka tentang bagaimana
pemerintah mengelola sumber daya.

Mengenai pertanggungjawaban penggunaan aplikasi Siskeudes dalam
penyusunan laporan keuangan desa, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu
RNA selaku Kaur Keuangan Desa Garing.

“...Dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi

Siskeudes, tugas tersebut adalah tanggung jawab dari Bagian Keuangan

di kantor desa. Bagian Keuangan ini dipimpin oleh Bendahara Desa dan

dibantu oleh staf atau petugas keuangan lainnya. Prosesnya dimulai

dengan mengumpulkan semua data dan transaksi keuangan yang terjadi

di desa, seperti pemasukan dan pengeluaran. Setelah itu, data tersebut

dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Siskeudes. Biasanya, aplikasi ini

memiliki berbagai modul yang memungkinkan kami mengelola data
keuangan dengan lebih efisien, termasuk modul anggaran, pembukuan,

dan pelaporan. (hasil wawancara dengan RNA. Senin 31 Juli 2023)..

Adapun terkait pemanfaatan aplikasi Siskeudes, Ibu RNA selaku Kaur
Keuangan Desa Garing memberikan keterangan bahwa:

“Aplikasi siskeudes ini dimulai tahun 2016 ye, di sini aplikasi

siskeudesnya sangat baik. Tabe,  karena prosesnya teratuki dari

perencanaannya, penganggaran, penatausahaan dan dipelaporan.
Kehadirnya aplikasi ini nah bantu sekaliki mengurangi kesalahan.
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Sebelum adanya aplikasi Siskeudes, kami biasa adakan pelatiha supaya
pahamki terkait penggunaannya aplikasi. (hasil wawancara dengan RNA.
Senin 31 Juli 2023).

Dari kutipan tersebut, menunjukkan bahwa Aplikasi Siskeudes bisa
berdampak dan jaminan atas efektifitas pelaporan keuangan. Pengelola aplikasi di
Desa Garing, merasakan dampaknya dari adanya aplikasi Siskeudes untuk
mengatur keuangan desa. Sehingga, aplikasi Siskeudes di Desa Garing diterima
karena mereka meyakini bahwa aplikasi ini berkontribusi terhadap pemerintah
desa.

Berikut ini alur pengelolaan keuangan desa dalam aplikasi siskeudes.

Membuka Data Entri

:
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|
A 4
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Gambar 4. 1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dalam Aplikasi Siskeudes

Kemudian terkait pelibatan masyarakat dalam laporan keuangan
Siskeudes, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak TSM selaku Sekretaris

Desa Garing.
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“...Respons masyarakat cukup positif. Mereka merasa bahwa penggunaan
aplikasi ini memberikan transparansi dan akuntabilitas lebih dalam
pengelolaan dana desa. Masyarakat bisa melihat dengan lebih mudah
bagaimana dana desa digunakan untuk pembangunan dan pelayanan
publik. Namun, tentu saja, ada juga masyarakat yang perlu bimbingan
lebih lanjut dalam mengakses informasi ini secara digital...” (hasil
wawancara dengan TSM. Rabu 02 Agustus 2023).

Lebih lanjut Bapak TSM selaku Sekretaris Desa Garing menjelaskan
terkait partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan peninjauan laporan
keuangan melalui aplikasi Siskeudes.

“...Kami berusaha melibatkan masyarakat dengan beberapa cara.

Pertama-tama, kami mengadakan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi

Siskeudes di acara-acara seperti musyawarah desa atau pertemuan

komunitas. Kami menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses

laporan keuangan dan memberikan pemahaman tentang data yang
terdapat dalam laporan tersebut. Selain itu, kami juga membuka sesi tanya

Jjawab untuk membantu masyarakat memahami informasi lebih baik...”

(hasil wawancara dengan TSM. Rabu 02 Agustus 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah desa Garing
dalam pelaporan keuangan aplikasi Siskeudes telah melibatkan masyarakat dan
mendapat respon positif oleh masyarakat serta telah dilakukan sosialisasi kepada
masyarakat terkait penggunaan aplikasi Siskeudes.

2. Akuntabilitas (4ccountability)

Akuntabilitas merupakan prinsip dalam suatu perusahaan bahkan
pemerintahan wajib menjalankan amanah dalam menjalankan kinerjanya secara
bertanggungjawab. Makanya pemerintah perlu dimanagement dengan baik sesuai
dengan kaidah yang berlaku. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa
merujuk pada tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak terkait, terutama

aparatur desa dan kepala desa, dalam memastikan bahwa pengelolaan dana publik

desa dilakukan secara transparan, jujur, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang
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berlaku. Akuntabilitas ini melibatkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana
desa kepada masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait.

Sesuai dengan penjelasan diatas dalam pengelolaan keuangan berbasis
aplikasi Siskeudes harus dilakukan secara transparan, jujur, efisien, dan sesuai
dengan aturan tentang pengelolaan Siskeudes. Berikut ini hasil wawancara
peneliti dengan bapak MHS selaku Kepala Desa Garing.

“...Pastinya aplikasi Siskeudes memberikan manfaat besar dalam

meningkatkan akuntabilitas. Dengan aplikasi ini, seluruh proses keuangan

desa, mulai dari anggaran, penerimaan, hingga pengeluaran, dapat
terdokumentasi dengan rapi dan transparan. Data yang dimasukkan ke
dalam aplikasi juga dapat diakses oleh masyarakat, memungkinkan
mereka untuk mengawasi dan memastikan bahwa dana desa digunakan

dengan tepat...” (hasil wawancara dengan MHS. Senin 31 Juli 2023).

Jadi aplikasi Siskeudes memberikan manfaat besar dalam meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Garing. Lebih lanjut bapak MHS
menerangkan bahwa:

“Menurut pendapat saya, penyusunan laporan keuangan didesa kami

menunjukkan asas akuntabel, yang menunjukkan bahwa pemerintah desa

bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuanganta didesa dari sisi
akuntabilitas fiskal. Namun, akuntabilitas sosialnya mencakup tindakan
vang melibatkan warga, didukung oleh dokumen terkait, dan dilakukan
sesuai dengan SOP yang ditentukan (hasil wawancara dengan MHS.

Senin 31 Juli 2023)

Dari pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak TSM selaku
Sekretaris Desa Garing, Pengelolaan keuangan Desa Garing telah dilakukan
sesuai sudah d asas akuntabel, yang berarti bahwa setiap action dari kinerja

lembaga atau pemerintah dapat mempertanggungjawabkan terhadap lembaga yang

memiliki wewenang untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas akuntabel.
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Adapun terkait kinerja aparatur desa dalam penggunaan aplikasi
Siskeudes, peneliti lebih lanjut melakukan wawancara dengan bapak SBD selaku
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“...Penggunaan aplikasi Siskeudes telah membantu meningkatkan kinerja
aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Tim keuangan desa kami
telah dilatih untuk menggunakan aplikasi ini dengan baik, sehingga
mereka dapat mengelola data keuangan dengan lebih efisien dan akurat.
Aplikasi ini membantu mengurangi risiko kesalahan pembukuan manual
dan memudahkan proses penyusunan laporan keuangan secara real-
time...” (hasil wawancara dengan SBD. Rabu 02 Agustus 2023).

Kemudian bapak SBD selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
menjelaskan terkait kinerja aparatur desa dalam penggunaan aplikasi Siskeudes.

“...Ya, kinerja aparatur desa telah meningkat dengan adanya aplikasi
Siskeudes. Aplikasi ini memungkinkan kami untuk melacak dan mengelola
anggaran dengan lebih baik. Pengeluaran dan pemasukan dapat tercatat
dengan rapi. Ini membantu kami dalam pengambilan keputusan yang lebih
baik dan memudahkan komunikasi dengan masyarakat terkait pengelolaan
dana desa...” (hasil wawancara dengan SBD. Rabu 02 Agustus 2023).

Selanjutnya terkait kelebihan dan kekurangan atau tantangan dalam
penggunaan aplikasi SISKEUDES peneliti melakukan wawancara dengan Ibu
RNA selaku Kaur Keuangan Desa Garing

“...Tentu, aplikasi SISKEUDES memberikan sejumlah kelebihan yang
signifikan dalam pengelolaan dana desa. Pertama-tama, kelebihan yang
paling mencolok adalah meningkatkan transparansi. Aplikasi ini
memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memantau secara real-time
bagaimana dana desa digunakan. Namun, seperti halnya dengan teknologi
lainnya, aplikasi ini juga ada kekurangannya. kayak keterbatasan
aksesibilitas bagi sebagian warga, terutama mereka yang tidak terbiasa
menggunakan teknologi. Ini dapat mengurangi efektivitas dalam
memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu,
terkadang ada kendala teknis, seperti masalah koneksi internet yang dapat

memperlambat proses input data... (hasil wawancara dengan RNA. Senin
31 Juli 2023).
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Selain tantangan teknis, hambatan lain yang ditemui adalah resistensi
terhadap perubahan oleh masyarakat, sesuai wawancara peneliti dengan TSM
selaku Sekretaris Desa Garing.

“...Tentu, ada beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah

tingkat literasi digital. Meskipun sebagian besar masyarakat kini memiliki

ponsel pintar, tidak semua dari mereka terbiasa dengan teknologi dan
memahami cara menggunakan aplikasi. Kami berusaha untuk memberikan
pelatihan singkat kepada warga yang membutuhkan agar mereka bisa
memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal. Beberapa warga mungkin
merasa tidak nyaman atau enggan menggunakan teknologi baru, terutama
mereka yang sudah terbiasa dengan cara lama. Kami berusaha untuk
memberikan pemahaman dan dukungan lebih kepada mereka untuk
meyakinkan bahwa perubahan ini akan memberikan manfaat lebih besar

bagi desa. (hasil wawancara dengan TSM. Rabu 02 Agustus 2023)

Berdasarkan wuraian hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa
penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pelaporan keuangan di Desa Garing sangat
sesuai dan merupakan perwujudan asas akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban
pemerintah didesa dalam pengelolaan keuangan desa secara fiskal. Adapun
akuntabilitas secara sosialnya yaitu pemerintah desa melakukan kegiatan-kegiatan
dengan melibatkan unsur masyarakat sesuai SOP yang ditentukan.

Penggunaan aplikasi Siskeudes ini memiliki sejumlah kelebihan yang
signifikan dalam pengelolaan dana desa terutama yaitu adalah meningkatkan
transparansi karena aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat dan
memantau secara real-time bagaimana dana desa digunakan. Adapun

kekurangannya yaitu salah satunya adalah keterbatasan aksesibilitas bagi sebagian

warga dan juga terkadang ada kendala teknis seperti masalah koneksi internet.
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3. Partisipasi (Participation)

Partisipasi (Participation), partisipasi individu dalam proses suatu agenda
pengambilan dalam keputusan melalui lembaga yang dapat mewakili keinginan
mereka. Partisipasi ini dioerientasikan berdasarkan kebebasan berbicara, asosiasi,
dan berhak berpartisipasi secara konseptif.

Selaras yang dijelaskan diatas dalam penyusunan mengelola keuangan
desa berbasis Siskeudes diharuskan terbuka untuk seluruh masyarakat, dengan
dibangun atas dasar kebebasan berpendapat sesuai denga pembahasan secara
tupoksi.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan MSD yang merupakan kepala
Dusun Bontobiraeng

“...Ya, saya pernah diundang dalam pertemuan maupun sosialisasi. Selain
itu, pernah ada sesi pelatihan khusus bagi warga yang merasa perlu
bimbingan lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi ini. Pemerintah desa
Garing juga mendistribusikan materi informasi tentang aplikasi Siskudes
kepada warga agar mereka dapat memahami manfaatnya...” (hasil
wawancara dengan MSD. Minggu 06 Agustus 2023).

Adapun terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung adanya
penggunaan aplikasi Siskudes di Desa Garing, peneliti melakukan wawancara
dengan bapak MKM sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat di Desa Garing.

“...Saya melihat penggunaan aplikasi Siskeudes ini sebagai langkah
positif dalam meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat
dalam pengelolaan dana desa. Ini sangat membantu karena alat yang
dapat membantu masyarakat memahami dan mengawasi bagaimana dana
desa digunakan, sehingga dapat menghindarkan praktik-praktik yang
tidak transparan. Kami, sebagai tokoh masyarakat, telah berupaya aktif
mendukung penggunaan aplikasi Siskeudes. Perubahan ini memerlukan
dukungan dan pemahaman dari semua lapisan masyarakat. Oleh karena
itu, sebagai tokoh masyarakat kami telah berkomunikasi dengan warga
dan memberikan penjelasan tentang manfaat aplikasi ini. Kami juga
memberikan contoh positif dengan menggunakan aplikasi ini secara aktif
dan berbagi pengalaman positif kepada warga lainnya...” (hasil
wawancara dengan MKM. Minggu 06 Agustus 2023).
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu RNA selaku Kaur
Keuangan Desa Garing terkait partisipasi perangkat Desa dalam mengelola
apliaksi Siskeudes di Desa Garing.

“...Peran kami sebagai perangkat desa dalam pengelolaan aplikasi
Siskeudes sangat penting. Kami adalah bagian dari tim yang bertanggung
jawab untuk memasukkan data keuangan desa, mengelola anggaran, dan
menyusun laporan keuangan secara sistematis melalui aplikasi ini. Kami
memastikan bahwa setiap transaksi keuangan desa dicatat secara akurat
dan terperinci ke dalam aplikasi. Ini termasuk penerimaan dan
pengeluaran dana. Kami juga melibatkan pihak terkait dalam
mengesahkan dan memvalidasi data yang dimasukkan. Dengan adanya
sistem ini, setiap warga dapat melihat bagaimana dana desa digunakan
dengan detail yang jelas. Kami berharap masyarakat dapat semakin aktif
dalam memberikan masukan, memantau penggunaan dana desa, dan
memberikan saran untuk perbaikan. Semakin banyak warga yang
menggunakan aplikasi ini, semakin transparan pengelolaan dana desa
akan menjadi...” (hasil wawancara dengan RNA. Senin 31 Juli 2023).

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Ibu SMN yang berasal dari
masyarakat Desa Garing.

“...Sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi SISKUDES di Desa Garing
merupakan langkah yang sangat positif. Saya percaya bahwa informasi
vang disampaikan kepada masyarakat bisa memberi pengettian yang lebih
bagus dalam pengelolaan dana desa. Ya, ada banyak hal baru yang saya
pelajari dari sosialisasi ini. Saya sekarang lebih memahami bagaimana
dana desa dialokasikan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Saya juga tahu cara mengakses informasi keuangan desa melalui aplikasi
ini. Yang paling penting, saya merasa bahwa partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan dana desa semakin ditingkatkan melalui transparansi
ini...” (hasil wawancara dengan SMN. Sabtu 12 Agustus 2023).

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa
penggunaan aplikasi Siskeudes di desa Garing telah melibatkan seluruh elemen
masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat sangat mendukung adanya
penggunaan aplikasi Siskeudes di desa Garing. Adapun terkait pelibatan

masyarakat dalam sosialisasi juga telah dilakukan dan diharapkan penggunaan
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aplikasi Siskeudes ini dapat terus memperkuat partisipasi dan transparansi dalam
pemanfaatan dana desa di desa Garing.
4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Selanjutnya terkait factor pendukung dalam penggunaan aplikasi
SISKEUDES peneliti melakukan wawancara dengan Ibu RNA selaku Kaur
Keuangan Desa Garing.

“...Tentu, aplikasi SISKEUDES memberikan sejumlah kelebihan yang
signifikan dalam pengelolaan dana desa. Pertama-tama, kelebihan yang
paling mencolok adalah meningkatkan transparansi. Aplikasi ini
memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memantau secara real-time
bagaimana dana desa digunakan. Namun, seperti halnya dengan teknologi
lainnya, aplikasi ini memiliki kekurangan. Seperti keterbatasan
aksesibilitas bagi sebagian warga, terutama mereka yang tidak terbiasa
menggunakan teknologi. Ini dapat mengurangi efektivitas dalam
memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu,
terkadang ada kendala teknis, seperti masalah koneksi internet yang dapat

memperlambat proses input data... (hasil wawancara dengan RNA. Senin
31 Juli 2023).

Selain tantangan teknis, hambatan lain yang ditemui adalah resistensi
terhadap perubahan oleh masyarakat, sesuai wawancara yang dilakukan peneliti
dengan bapak TSM selaku Sekretaris Desa Garing.

“...Ientu, ada beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah
tingkat literasi digital. Meskipun sebagian besar masyarakat kini memiliki
ponsel pintar, tidak semua dari mereka terbiasa dengan teknologi dan
memahami cara menggunakan aplikasi. Kami berusaha untuk memberikan
pelatihan singkat kepada warga yang membutuhkan agar mereka bisa
memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal. Beberapa warga mungkin
merasa tidak nyaman atau enggan menggunakan teknologi baru, terutama
mereka yang sudah terbiasa dengan cara lama. Kami berusaha untuk
memberikan pemahaman dan dukungan lebih kepada mereka untuk
meyakinkan bahwa perubahan ini akan memberikan manfaat lebih besar
bagi desa. (hasil wawancara dengan TSM. Rabu 02 Agustus 2023).
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C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengelolaan Keuangan Desa, semua berhak dan berkewajiban dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa dianggap sebagai keuangan desa, dan itu bisa
dibandingkan dengan uang, termasuk dalam bentuk kekayaan yang berkaitan atas
hak dan kewajiban desa.

Namun, pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem
manajemen keuangan negara dan daerah untuk membiayai pemerintahan ditingkat
desa dan memberdayakan masyarakat. Ini mencakup semua agenda yang
termasuk perencanaaan, anggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan.

Dalam penelitian ini digunakan indikator Good Government Governance
Mahsun dkk (Marliana, 2019) yaitu : .

1. Transparansi (Transparency)

Transparansi, menurut Mahmudi (2016:17), mengacu pada keadaan di
mana suatu organisasi menjadi transparan dalam hal memberikan informasi
kepada pemangku kepentingan terkait operasi pengelolaan sumber daya publik.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang membuat orang bisa tahu
dan memiliki jalan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya keuangan
didaerah. Transparansi menjamin bahwa tiap-tiap orang berhak mendapat akses
atau kebebasan untuk memperoleh information tentang sistem pemerintahan,
seperti informasi kebijakan, pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil dari

proses tersebut.
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Proses pertanggungjawaban yang sudah dilaksanakan secara terbuka
membantu pemerintah Desa Garing menjadi lebih transparan dalam
pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Siskeudes. Adanya spanduk
informasi dan pembagiannya kepada RT/RW sebagai wakil masyarakat
menunjukkan bahwa masyarakat dapat mendapatkan informasi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2015), goals
dari didapatkannya informasi supaya sasaran kebijakan memahami arti dari
kebijakan. Agar mereka bisa menjalankan program pemerintah dan aktif
terlibat dalam menggapai tujuan kebijakan. Semua orang tahu bahwa sebagai
bagian dari pemerintah desa, pemerintah desa bertanggung jawab atas
keuangan desa.

Sejalan dengan pengertian World Bank (Bank Dunia) yang memberi
pengertian bahwa transparansi adalah pemberian aliran informasi yang jelas,
terbuka, dan mudah diakses dari pemerintah kepada masyarakat atau kepada
sektor-sektor lain, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang
kebijakan, program, anggaran, dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

. Akuntabilitas (Accountability)

Robert Behn (dalam Amir N. Licht, 2002) memberi pengertian
akuntabilitas  sebagai  kewajiban untuk  menjelaskan, memberikan
pertanggungjawaban, dan menanggung konsekuensi dari keputusan, tindakan,

dan perilaku.
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Akuntabilitas adalah ketika orang-orang yang dapat dipercaya oleh
masyarakat bertanggung jawab atas sukses atau tidaknya mereka dalam
melaksanakan tanggung jawab mereka untuk menggapai tujuan.

"Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut individu, organisasi, atau
lembaga untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan kewajiban
mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan
lainnya. Hal ini melibatkan kewajiban untuk menjelaskan, memberikan
pertanggungjawaban, dan menghadapi konsekuensi dari tindakan atau
keputusan yang diambil ", kata Penny Kusumastuti (2014:2).

Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan tindakan birokrat yang
melayani sebagai tanggapan atas hak masyarakat. Pertanggungjawaban harus
dilakukan melalui sosial media, yang kemudian dapat informasikan secara
teratur dan tak terduga kepada pthak internal maupun eksternal (publik).

Tujuan utama dari penerapan SISKEUDES adalah agar pemerintah
desa lebth mudah mengelola keuangan dan dapat dimintai
pertanggungjawaban. Penyusunan laporan keuangan desa dalam aplikasi
siskeudes menunjukkan asas akuntabel; ini menunjukkan bahwa pemerintah
desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dari sisi akuntabilitas
fiskal. Namun, akuntabilitas secara sosial mencakup tindakan yang melibatkan
warga serta dukungan dari dokumen terkait selaras dengan prosedur. Jadi, desa
memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menghasilkan

laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan memenuhi prinsip
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transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan saat ini (Artini dkk.,
2017).

Penggunaan aplikasi Siskeudes pada pelaporan keuangan di Desa
Garing sangat sesuai dan merupakan perwujudan asas akuntabilitas yaitu
pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara
fiskal. Adapun akuntabilitas secara hemat sosialnya yaitu pemerintah desa
melakukan kegiatan-kegiatan dengan melibatkan unsur masyarakat selaras
dengan prosedur yang disepakati.

Penggunaan aplikasi Siskeudes ini memiliki sejumlah kelebihan yang
signifikan dalam pengelolaan dana desa terutama yaitu adalah meningkatkan
transparansi karena aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat dan
memantau secara real-time bagaimana dana desa digunakan. Adapun
kekurangannya yaitu salah satunya adalah keterbatasan aksesibilitas bagi
sebagian warga dan juga terkadang ada kendala teknis seperti masalah koneksi
internet.

. Partisipasi (Participation)

Partisipasi merupakan seseorang yang melibatkan diri pada proses
pengambilan keputusan melalui kelembagaan agar dapat menyampaikan
keluhannya. Partisipasi mengacu pada terlibatnya unsur individu atau
kelompok dalam upaya pengambilan keputusan, perencanaan, implementation,
dan evaluasi program atau proyek yang mempengaruhi mereka. Ini termasuk
berkolaborasi, berkolaborasi, memberikan suara, dan berkontribusi pada proses

yang relevan. Menurut Bornby (dalam Theresia et al., 2015:196), partisipasi
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dapat didefinisikan sebagai langkah strategis untuk terlibat dalam suatu agenda
atau tindakan untuk mengambil peran untuk memperoleh manfaat.

Dalam penggunaan aplikasi Siskeudes di desa Garing telah melibatkan
seluruh elemen masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat sangat
mendukung adanya penggunaan aplikasi Siskeudes di desa Garing. Adapun
terkait pelibatan masyarakat dalam sosialisasi juga telah dilakukan dan
diharapkan penggunaan aplikasi Siskeudes ini dapat terus memperkuat
partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Garing.

Sesuai dengan pendapat Amartya Sen (Michael P.Todaro, 2003:25),
partisipasi adalah suatu proses di mana individu memiliki kesempatan untuk
berkontribusi dalam penentuan keputusan yang mempengaruhi kehidupan
mereka sendiri.

Berikut disajikan dalam Tabel 4.2 matriks pembahasan hasil penelitian
dalam kaitannya dengan indikator penelitian yang digunakan peneliti yaitu
Good Government Governance Mahsun dkk (Marliana, 2019) sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Matriks Hasil Penelitian

No. | Pembahasan Hasil Penelitian Relevansi Teori/Penelitian
Indikator Transparansi » Transparansi, menurut ~ Mahmudi
diwujudkan dengan Pemerintah (2016:17), berarti keterbukaan
desa Garing pada pelaporan organisasi dalam memberikan

. keuangan aplikasi  Siskeudes pemangku  kepentingan  informasi

telah melibatkan masyarakat dan
mendapat respon positif serta
telah dilakukan sosialisasi terkait

penggunaan aplikasi Siskeudes.

tentang pengelolaan sumber daya
publik.
Tujuan pemberian informasi, menurut

Purwanto dan Sulistyastuti (2015),
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adalah untuk membantu kelompok
sasaran memahami kebijakan yang akan

diterapkan

Indikator Akuntabilitas dalam
aplikasi Siskeudes pada
pelaporan keuangan di Desa
Garing yaitu
pertanggungjawaban pemerintah
desa dalam pengelolaan
2. | keuangan desa secara fiskal.
Adapun akuntabilitas secara
sosialnya yaitu pemerintah desa
melakukan  kegiatan-kegiatan

dengan melibatkan unsur

masyarakat.

Robert Behn (dalam Amir N. Licht,
2002) memberi pengertian akuntabilitas
sebagai kewajiban untuk menjelaskan,
memberikan pertanggungjawaban, dan
menanggung konsekuensi dari
keputusan, tindakan, dan perilaku.

Menurut Penny Kusumastuti (2014:2),
akuntabilitas berarti bahwa
penyelenggaraan kegiatan publik harus
bisa mendiskripsikan dan menjawab
semua hal yang berkaitan dengan

langkah-langkah dari seluruh proses dan

keputusan yang dibuat.

Indikator Partisipasi dalam
pnggunaan aplikasi Siskeudes di
desa Garing telah melibatkan
seluruh elemen masyarakat dan
3. | tingkat partisipasi masyarakat
sangat mendukung  adanya
penggunaan aplikasi Siskeudes,
serta melibatkan masyarakat

dalam sosialisasi.

Amartya Sen (Michael P.Todaro,
2003:25), partisipasi adalah suatu
proses di mana individu memiliki
kesempatan untuk berkontribusi dalam
penentuan keputusan yang
mempengaruhi  kehidupan ~ mereka
sendiri.

Menurut Bornby (dalam Theresia et al.,
2015:196), partisipasi dapat
didefinisikan sebagai mengambil bagian
dalam suatu kegiatan atau mengambil

peran dalam suatu agenda agar

mendapat manfaat.

Sumber: Peneliti (2022)
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Peneliti telah memenuhi semua kriteria penelitian, seperti yang
ditunjukkan oleh matriks hasil penelitian yang tersedia di tabel 4.2 di atas.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Tata Kelola Keuangan Desa
Berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab.
Gowa sudah terimplementasi dengan baik berdasar prinsip Good Government

Governance.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tata kelola keuangan Desa berbasis aplikasi Siskeudes didesa Garing

Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa sudah terimplementasi dengan baik berdasar

prinsip Good Government Governance.

1.

Indikator Transparansi diwujudkan dengan Pemerintah desa Garing pada
pelaporan keuangan aplikasi Siskeudes telah melibatkan masyarakat dan
mendapat respon positif serta telah dilakukan sosialisasi terkait penggunaan
aplikasi Siskeudes.

Indikator Akuntabilitas dalam aplikasi Siskeudes pada pelaporan keuangan
di Desa Garing yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa saat
pengelolaan keuangan desa secara fiskal. Adapun akuntabilitas dalam
sosialnya yaitu pemerintah desa melakukan kegiatan-kegiatan dengan
melibatkan unsur masyarakat.

Indikator Partisipasi dalam pnggunaan aplikasi Siskeudes di desa Garing
telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tingkat partisipasi
masyarakat sangat mendukung adanya penggunaan aplikasi Siskeudes,
serta melibatkan masyarakat dalam sosialisasi.

Faktor pendukung penggunaan aplikasi ini yaitu memungkinkan
masyarakat untuk melihat dan memantau secara real-time bagaimana dana
desa digunakan. Namun, seperti halnya dengan teknologi lainnya, aplikasi

ini juga memiliki beberapa kekurangan.
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Salah satunya adalah keterbatasan aksesibilitas bagi sebagian warga,
terutama mereka yang tidak terbiasa menggunakan teknologi. Ini dapat
mengurangi efektivitas dalam memberikan informasi kepada seluruh

lapisan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini terkait tata kelola keuangan Desa berbasis
aplikasi Siskeudes di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa sebagai
berikut:

1. Diharapkan adanya pelatithan reguler kepada petugas Desa yang
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi
Siskeudes. Pastikan mereka memahami cara menggunakan aplikasi dengan
baik.

2. Melibatkan masyarakat dalam pelatihan juga penting agar mereka dapat
memahami bagaimana alokasi dana Desa dilakukan dan bagaimana mereka
bisa mengakses informasi terkait.

3. Publikasikan laporan keuangan dan anggaran Desa secara rutin melalui
situs web Desa, papan pengumuman, atau media sosial. Pastikan informasi
tersebut mudah diakses oleh masyarakat.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi basis untuk penelitian
lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan Desa,
dampaknya terhadap pembangunan, serta perbandingan dengan Desa lain

atau tahun sebelumnya.
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LAMPIRAN 1: MATRIKS INSTRUMEN PENELITIAN
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TATA KELOLA KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI SISKUDES DI DESA GARING KECAMATAN TOMPOBULU KAB.

GOWA
No Fokus Masalah Indikator Pertanyaan Penelitian Informan Keterangan
A | Tata kelola keuangan 1. Trasnparansi Bagaimana keterbukaan 1. Kepala Desa
Desa berbasis aplikasi (Trasnparency) informasi public aparat desa 2. Ketua BPD
SISKUDES di Desa dalam memberikan data laporan | 3. Kaur keungan
keuangan kepada masyarakat? 4. Staf keungan
5.

Garing Kecamatan
Tompobulu Kabupaten
Gowa

. Siapakah yang bertanggung

jawab dalam menyusun laporan
keuangan tersebut dengan
menggunakan aplikasi
SISKUDES?

. Apakah pelaporan keuangan

desa selalu melibatkan
masyarakat?

Bagaimanakah respon tokoh
masayarakat pada saat adanya
penyampaian atau pembahasan
laporan keuangan Desa dengan
menggunakan SISKUDES?

. Apakah sebelumya ada

sosialisasi kepada masyarakat
mengenai adanya penggunaan
aplikasi keuangan berbasis
teknologi yaitu SISKUDES?

Tokoh masyarakat
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No Fokus Masalah Indikator Pertanyaan Penelitian Informan Keterangan
2. Akuntabilitas Bagaimana kinerja aparatur desa | 1. Kepala Desa
(Accountability) dalam penggunaan aplikasi 2. Ketua BPD
SISKUDES? 3. Kaur keungan
. Apakah dengan adanya apliaksi | 4. Staf keungan
5.

SISKUDES kinerja aparatur
desa menjadi meningkat?

. Apa kekurangan aplikasi

SISKUDES bagi aparatur desa
dalam pengelolaan keuangan
desa?

. Sejauh mana kelebihan dalam

menggunakan aplikasi
SISKUDES untuk mengelolan
pelaporan keuangan Desa?

. Apa hambatan dalam

menggunakan aplikasi
SISKUDES dalam pengelolaan
laporan keuangan Desa?

Tokoh masyarakat

3. Partisipasi
(Participation)

. Apakah dalam pengadaan

aplikasi SISKDES di Desa
seluruh elemen dilibarkan?
Bagaimana tingkat partisipasi
Tokoh masyarakat dalam
mendukung adanya penggunaan
aplikasi SISKUDES di Desa
Garing?

. Apakah ada batasan dalam

aogrwpdPE

Kepala Desa
Ketua BPD

Kaur keungan
Staf keungan
Tokoh masyarakt
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No Fokus Masalah Indikator Pertanyaan Penelitian Informan Keterangan
mengakses aplikasi SISKUDES
untuk mengetahui pelaporan
keuangan desa/

. Apakah selama penerapan
aplikasi SISKUDES tersebut ada
pihak yang kurang mendukung?
Bagaimanakah partisipasi
perangkat Desa dalam
mengelola apliaksi SISKUDES
di Desa Garing?

B. | Faktor Pendukung dan 1. Faktor Pendukung Apa yang menjadi faktor 1. Kepala Desa
Penghambat Tata kelola pengdukung dalam tata kelola 2. Ketua BPD
keuangan Desa berbasis keuandan den_gan aplikas_i 3. Kaur keungan
aplikasi SISKUDES di SISKUDES di Desa Garing? 4. Staf keungan

; . -Apa langkah-langkah Perangkat
Desa Garing Kecamatan Desa yang terlibt dalam 5. Tokoh masyarakt
Tompobulu Kabupaten memperkuat faktor pendukug
Gowa tersebut?

2.  Faktor Penghambat . Seperti apakah yang menjadi 1. Kepala Desa
faktor penghambat dalam tata 2. Ketua BPD
kelola keuangan dengan 3. Kaur keungan
menggunakan_ aplikasi _ 4. Staf keungan
SISKUDES di Desa Garing? 5. Tokoh masyarakt

. Apa lagnkah-langkah

Pemerintah Desa beserta
perangkat Desa dalam
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No

Fokus Masalah

Indikator

Pertanyaan Penelitian

Informan

Keterangan

megnhalau faktor penghambat
tersebut?
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Lampiran 2. Persuratan Penelitian
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Lampiran 3 Dokumentasi
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